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1.1.LATAR BELAKANG

Teknologi di era globalisasi pada saat ini sangat banyak memberikan
perubahan yang sangat besar dalam aspek-aspek kehidupan manusia.
Perkembangan yang paling bisa dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari yaitu perkembangan teknologi di bidang “informasi dan komunikasi”.
perkembangan informasi dan komunikasi yang pada saat ini sangat pesat
memiliki peranan sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi global.
“informasi dan komunikasi” juga mampu menghapus batas antara negara satu
dengan negara lain, sehingga pada saat ini dunia seakan tidak memiliki batas,
hal ini tentunya membawa dampak perubahan sosial secara besar-besaran dan
mengalir begitu cepat. Adapun salah satu bentuk perkembangan dari
“informasi dan komunikasi” yaitu dengan lahirnya internet. Perkembangan
teknologi di dunia juga membawa perkembangan di dunia bisnis. Dimana
persaingan bisnis berjalan semakin maju dan berkembang sangat pesat.
Sehingga secara tidak langsung membawa perubahan pada perilaku informasi
dan komunikasi dalam segala aspek, baik itu dalam aspek kesehatan, hiburan,
pendidikan, tenaga kerja, sumber informasi, dunia bisnis. Komunikasi antar
manusia dalam perkembangannya telah berkembang merubah zaman yang
pada saat itu tidak adanya teknologi hingga teknologi yang sudah canggih. Di
zaman yang modern ini hampir semua kalangan masyarakat dapat mengenal
satu sama lain tanpa harus berinteraksi secara langsung baik dalam hal

berkomunikasi maupun bertransaksi.



1Pada saat ini tuntutan kebutuhan informasi yang lebih murah dan cepat,
membuat para pelaku atau pemberi informasi berbondong-bondong
membentuk media online dimana pemberi informasi dapat menyajikan
informasi dengan mudah dan cepat, sehingga konsumen informasi mudah
mendapatkan informasi tersebut. tentunya hal ini bisa dilakukan dengan
menggunakan internet.

Internet merupakan wujud dari berkembangnya teknologi pada masa kini
dibidang “informasi dan komunikasi”. yang sangat erat kaitannya dengan
kehidupan masyarakat di dunia. Internet merupakan media “informasi dan
komunikasi” elektronik, dimana pada masa ini sudah ramai digunakan oleh
masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari mencari
data berita, saling mengirimkan pesan melalui email bahkan melakukan
transaksi perdagangan yaitu jual dan beli.2 Kegiatan transaksi perdagangan
yang menggunakan media internet atau biasa disebut Online shop pada saat ini
juga dikenal dengan istilah electronic commerce, atau biasa disingkat e-
commerce.

Komunikasi antar manusia dalam perkembangannya telah berkembang
merubah zaman yang pada saat itu tidak adanya teknologi hingga teknologi
yang sudah canggih. Di zaman yang modern ini hampir semua kalangan
masyarakat dapat mengenal satu sama lain tanpa harus berinteraksi secara

langsung baik dalam hal berkomunikasi maupun bertransaksi. Dengan
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kehadiran media internet pada saat ini, membuat jarak dan waktu bukan
menjadi permasalahan masyarakat yang ingin melakukan suatu transaksi lagi.
Fungsi internet itu sendiri selain untuk menjadi media komunikasi, dapat juga
dijadikan sebagai media untuk berbisnis. Salah satunya dengan banyaknya
transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet. Pada hakikatnya jual
beli yang dilakukan melalui internet sama halnya dengan jual beli yang
dilakukan secara konvensional ataupun tradisional.3

Fenomena yang telah berjalan dalam kurun waktu satu dekade ini, dapat
kita katakan mampu merubah seluruh aspek di dalam kehidupan masyarakat
terutama dalam aspek transaksi jual beli. Dalam perubahan teknologi di dalam
aspek transaksi jual beli pada saat ini sering dianggap oleh sebagian orang
khususnya para pelaku usaha menjadi solusi atau jalan keluar untuk
mengembangkan usaha yang dimilikinya. Kemajuan teknologi dalam aspek
“informasi dan komunikasi” khususnya pada aspek transaksi jual beli ini
terbukti mampu merubah sistem pembayaran yang dulu dengan cara
pembayaran secara langsung (cash) yang telah berjalan beratus-ratus tahun
berubah menjadi sistem elektronik (non-cash).

Masyarakat pada masa saat ini mulai terbiasa dalam menggunakan
internet sebagai wadah transaksi jual beli di dalam kehidupan sehari-hari.
Transaksi jual beli dengan menggunakan media internet tersebut, membuat
para pelaku bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan menguntungkan bagi

pelaku usaha yang mungkin saja tidak pernah mereka dapatkan pada saat
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melakukan transaksi jual beli secara konvensional. Dengan kehadiran internet
sebagai wadah dalam melakukan transaksi jual beli, pelaku usaha dapat
menekan biaya operasi, mempersingkat waktu, memperluas jaringan dengan
mudah dan memasarkan produk tanpa mengenal batas wilayah didunia.

Transaksi menggunakan teknologi sangat sering kita jumpai, seperti
transaksi melalui M-Banking, ATM, Internet Banking dan lain sebagainya.
sebagai bentuk baru dalam perkembangan teknologi pada aspek transaksi.
Indonesia sendiri, telah mengatur tentang transaksi elektronik dalam wujud
Undang-Undang, transaksi elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor
11 Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Saat ini sangat banyak para pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha
online atau yang sering disebut sebagai e-commerce yang terdapat dimana-
mana, dan dapat menawarkan berbagai peluang karir dalam hal transaksi jual
beli. Pengertian e-commerce itu sendiri adalah suatu kegiatan jual beli barang
atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik atau yang biasa disebut
dengan internet dimana e-commerce sangat membantu dalam mempermudah
pembelian suatu produk maupun jasa. E-commerce itu sendiri terjadi pada
beberapa aspek atau ruang lingkup, baik itu dari konsumen ke konsumen,
konsumen ke bisnis, ataupun bisnis ke bisnis. Selain itu e-commerce juga bisa
dilaksanakan melalui email, sosial media (Instagram, Line, Whatsapp) maupun

aplikasi lainnya.



Pemilik toko di Indonesia saat ini banyak yang melakukan penjualan
produk secara online sehingga ia dapat pemasukkan dalam dua jalur baik dari
online maupun offline. Untuk memulai suatu usaha online juga tidaklah mudah
mengingat adanya banyak pesaing yang berkecimpung di dunia online, oleh
karena itu banyak pemilik toko melakukan marketing barter dengan
influencer/content creator atau yang disebut exposure dimana kedua belah
pihak melakukan kesepakatan yang menguntungkan baik pada pemilik toko
maupun influencer dengan cara pemilik toko memberi produk dan
mengarahkan kepada influencer bagaimana mereka memperkenalkan produk
mereka dan influencer mendapat bayaran yang sesuai untuk mempromosikan
produk pemilik toko tersebut. Karena terlalu besarnya dampak dari seorang
influencer/content creator, bahkan Merek-merek dari perusahaan besar pun
ikut melakukan kerjasama dengan mereka.

Pemerintah Indonesia menerbitkan UU ITE sebagai wujud pemerintah
dalam mengikuti perkembangan zaman. Pada hakikatnya kita sebagai manusia
tidak bisa menolak hadirnya perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Maka dari itu dengan semakin majunya zaman dan khususnya dibidang
teknologi, pemerintah Indonesia pada tahun 2008 menerbitkan UU ITE yang
kemudian pada tahun 2016 telah diperbaharui. maka pada tahun 2008
pemerintah Indonesia menerbitkan UU ITE yang diperbaharui. Pasal 1 angka

2 UU ITE menyebutkan bahwa:



“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.”4

Jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet ini
merupakan suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku usaha selaku
penjual produk dengan para konsumen selaku pembeli yang dituangkan di
dalam suatu perjanjian kontrak secara elektronik. Hal ini telah diatur di dalam
Pasal 1 angka 17 UU ITE yang menjelaskan bahwa perjanjian elektronik adalah
perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem yang menggunakan
elektronik pula.s

Pasal 1 UU ITE mendapatkan penambahan terkait “Penyelenggara
Sistem Elektronik” yang awalnya diatur pada angka 6 menjadi angka 6a.
Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pasal 1 angka 6aUU ITE
menjelaskan bahwa setiap orang baik itu penyelenggara negara, badan usaha,
dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan
sistem elektronik, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama kepada
pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak
lain.

UU ITE memberi tanggung jawab kepada setiap pelaku usaha dalam
melakukan transaksi melalui media internet agar bisa memberikan suatu

informasi yang jelas dan benar tentang produk-produk yang akan dipasarkan

4Pasal 1 angka 2 “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
sPasal 1 angka 17”Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik™.



oleh para pelaku usaha. Kewajiban itu dituangkan dalam Pasal 9 UU ITE yang
menyebutkan:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.”

Seiring zaman yang terus berkembang dan teknologi yang semakin
canggih, Pemerintah Indonesia menganggap bahwa perlu ada penambahan
peraturan untuk melengkapi kekurangan dari UU ITE. Sehingga pada tahun
2019 Pemerintah Indonesia menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan dengan Sistem Elektronik (yang
selanjutnya disebut sebagai PP PMSE). Disini yang dimaksud perdagangan
atau tranksaksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 PP PMSE yaitu:

“Suatu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik.”s

Lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik menurut Pasal 2
PP PMSE meliputi:

Pihak yang melakukan PMSE

Persyaratan dalam PMSE

Penyelenggaraan PMSE

Kewajiban pelaku usaha

Bukti transaksi PMSE

Iklan elektronik

Penawaran secara elektronik, penerimaan secara elektronik, dan
konfirmasi elektronik

Kontrak elektronik

Perlindungan terhadap data pribadi

Pembayaran dalam PMSE

Pengiriman barang dan jasa dalam PMSE

Penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam
PMSE

©me o o
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m. Penyelesaian sengketa PMSE, dan
n. Pembinaan dan pengawasan

E-commerce sendiri juga meninggalkan beberapa permasalahan yang
belum ada pengaturan hukumnya. E-commerce terbentuk dari beberapa sistem
yang tersusun secara teratur, Dimana masing-masing dari sub sistem itu
memiliki permasalahannya sendiri. e-commerce itu sendiri pada dasarnya
merupakan suatu bentuk perkembangan zaman yang tidak selamanya
memberikan keuntungan bagi para penggunanya. e-commerce sendiri juga
memiliki dampak negatif, khususnya dampak negatif bagi para konsumen.
dimana transaksi jual beli dengan menggunakan media internet sering kali kita
jumpai konsumen yang mengalami kerugian dengan beragam permasalahan.
Mulai dari permasalahan produk atau barang yang dibeli tidak sesuai keadaan
atau kondisinya dengan produk atau barang yang dijelaskan pada tampilan, dan
keterlambatan pengiriman barang. Hal ini kerap kali melanda konsumen selaku
pembeli yang tentunya sangat merugikan konsumen selaku pembeli.7

Para pelaku jual beli melalui e-commerce juga menghadapi resiko
penipuan yang sangat mungkin terjadi. Penipuan biasanya berupa penjual yang
meletakkan informasi palsu mengenai produk yang dipasarkan. kemudian
penjual yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dalam melakukan
transaksi atau mengirim barang kepada pembeli setelah pembeli melaksanakan

pembayaran atas barang tersebut. atau penjual mengirimkan

7Abdul Halim Barkatullah, 2009, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi
E-commerce Lintas Negara di Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, Volume 12, Nomor 1, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta



barang/produk yang tidak sesuai dengan barang yang tertera pada tampilan,
atau tidak serupa keadaannya dengan yang diiklankan dalam layar atau
onlinenya. Dengan banyaknya penipuan-penipuan seperti ini tentunya
mencoreng perkembangan teknologi yang harusnya dipergunakan untuk
kebaikan, akan tetapi disalahgunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan.
Penipuan-penipuan tersebut sering terjadi dikarenakan pembeli dan penjual
tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung. Pembeli selaku konsumen
tidak bisa melihat secara langsung kondisi barang yang ingin dibelinya,
sehingga menyebabkan resiko kerugian yang lebih besar yang harus di terima
oleh pembeli selaku konsumen. Dengan keadaan seperti ini membuat pembeli
sebagai konsumen haruslah mendapatkan perlindungan hukum dalam
melakukan setiap transaksi jual beli melalui media internet.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai

“TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN

2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK™.



1.2.RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan

masalah antara lain:

1. Apa saja kelemahan dan kelebihan dalam transaksi jual beli melalui

media online?

2. Bagaimanakah akibat hukum apabila penjual dalam melakukan
transaksi jual beli melalui media onl/ine melakukan suatu perbuatan
wanprestasi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk menjawab

setiap rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam transaksi jual beli
melalui media online.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila penjual dalam
melakukan transaksi jual beli melalui media onl/ine melakukan suatu
perbuatan wanprestasi.

1.4.MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk:
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk memberikan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu
hukum pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan hukum

bisnis.
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b. Untuk memberikan referensi atau gambaran serta masukan-
masukan untuk peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan
penelitian mengenai hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang
diteliti.

b. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan
kemampuan penulis dalam memahami bidang hukum sebagai
modal penulis untuk turun ke dalam kehidupan bermasyarakat
dikemudian hari.

c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang
terkait dalam masalah yang diteliti, khususnya bagi konsumen
yang rentan mengalami kerugian dalam melakukan transaksi jual

beli melalui media internet.

11



	BAB I PENDAHULUAN
	1.1.LATAR BELAKANG
	1.2.RUMUSAN MASALAH
	1.3.TUJUAN PENELITIAN
	1.4.MANFAAT PENELITIAN


